
BUPATI PINRANG 
PROVINS! SULAWESI SELATAN 

PERATIJRAN BUPATI PINRANG 
NOMOR.38TAHUN 2023 

TENT ANG 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, nJGAS DAN FUNGSI 
SERTA TATA KERJA BADAN KEPEOAWAIAN DAN PENGEMBANOAN 

SUMBER DAYA MANUSIA 

DENGAN RAH MAT 'TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PINRANG, 

Mcnimbang a. bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan 
Fungsi, Serta Tat.a Kerja Sadan Kcpegawaian dan 
Pengcmbangan Sumber Daya Manusia tcla.h ditetapkan 
dcngan Peraturan Bupat.i Pinrang Nomor 71 Tahun 2021 
tcntang Kedudukan, Susunan Organisas.i, Togas dan 
Fungs.i, Serta Tat.a Kcrja Sadan Kcpegawaian dan 
Pengembangan Sumber Daya Manusia; 

b. bahwa Peraturan Bupati aebagaimana dimaksud pada 
hurur a, sudah tidak sesuai lagi dcngan perkcmbangan 
dinamika penyclenggaraan pemcrintahan daerah aerta 
perkembangan peraturan perundang-undangan dan 
kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan 
Kcpegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 
aehingga perlu diganti; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimakeud dala.m huruf a dan hurur b, pcrlu menetapkan 
Peraturan Bupe.ti tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Togas dan Fungsi Scrta Tata Kerja Sadan 
Kepegawaian dan Pengembangan $umber Daya Manusia; 

Mengingat : I. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Dacrah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, 
Tambahan Lembaran Negara Repub!ik Indonesia Nomor 
1822); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234) scbaga.imana telah diubah beberapa kali terakhir 
dcngan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tcntang Pembentukan Peraturan Perundang­ 
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 143, Tamba.han Lembaran Negara Republik \.. 
Indonesia Nomor6601); r 
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3. Undang--Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pcmerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambe.han Lembaran 
Negara. Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diubah bebcrapa kali, terakhir dengan Undang· 
Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan 
PemeMntah Pengganti Undang·Undang Nomor 2 Tahun 
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
41, Tambahan Lemba.ran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); 

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Admin1sbasi Pemcrintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik lndoncaia Nomor 5601), sebagaimana 
tetah diubah bebcrapa kali, terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 6 Tahun 2023 Pcnetapan Pcraturan 
Pcmerintah Pcngganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lcmbaran Negara Republik Indoneaia Tahun 2023 Nomor 
41, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia 
Nomor 6856); 

6. Peraturan Pcmerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Oaerah jLembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lcmbe.ran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana tclah 
diubah dcngan Pcraturan Pemcrintah Nomor 72 Tahun 
2019 tcntang Perubahan Atas Pcraturan Pemerintah 
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pcrangka.t Daerah 
(Lcmba.ran Negara Republik tndcnesta Tahun 2019 Nomor 
187, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6402); 

7. Pcraturan Pcmerintah Nomor I l Tahun 2017 tcnta.ng 
Manajemcn Pcgawai Negeri Sipil (Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 
Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 6037) 
sebagaimana telah diubah dengan Pcraturan Pcmerintah 
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan ata!I Peraturan 
Pcmerintah Nomor 11 Tahun 2017 tcntang Manajemen 
Pcgawai Ncgeri Sipil (Lcmba.ran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6477); 

8. Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan 
Refonnasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistcm 
Kerja pada lnstansi Pcmerintah untuk Penyederhanaan 
Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 181); 

10. Peraturan Daerah Kabupatcn Pinrang Nomor 6 Tahun 
2020 tcntang Pcmbentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 

t 2020 Nomor 6). 
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MEMU1USKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANO KEOUDUKAN, SUSUNAN 
ORGANISASI, 1UOAS DAN P'UNOSJ SBRTA TATA KER.JA 
SADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER 
DAYA MANUSlA. 

BAB! 
KETENTUAN UMUM 

Pasal J 
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan ; 
I. Oaerah adalah Kabupaten Pinrang. 
2. Bupati adalah Bupati Pinrang. 
3. Sckretaris Daerah adalah Sckrctaris Daerah Kabupaten Pinrang. 
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Pinrang. 
5. Sadan adalah Badan Kepegawaian dan Pengcmbangan Sumber Daya Manusia Kabupatcn Pinra.ng. 
6. Kepala Badan adalah Kepala Sadan Kepegawaian dan Pengembengan 

Sumber Daya Manuai1d{abupaten Pinrang. 
7. Peja.bat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya diaingkat PPK adalah 

pejabat yang mempunyai kewenangan mcnetapkan pengangkatan, 
pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan 
manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang·undangan. 

8 Pejabat Pembina Kcpegawaian yang selanjumya disingkat PPK adalah 
Bupati Pinrang. 

9. Aparatur Sipil Negara adaJah istitah kelompok profesi bagi pegawai­ 
pegawai yang bekerja pada Instansi Pcmerintah baik di tingkat Pusat 
maupun Daerah. 

10. Pejabat yang Berwenang yang sctanjutnya disingkat PyB adalah ptjabat 
yang mempunyai kcwenangan rnelakeanakan proses pengangkatan, 
pemindahan, dan pemberhentian Pcgawai ASN sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang·undangan. 

11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan yang bcrisi 
fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang 
berdaearkan pada keahlian dan keterampilan tertcntu. 

12. Togas adalah l\chtisar dari keeeluruhan tugasjabatan. 
13. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas. 
14. Uraian tugas adalah paparan atau bcntangan atas semua tugas jabatan 

yang merupakan upaya yang dilakukan pemegangjabatan. 
I 5. Pcndidikan dan Pelatihan Prajabatan adalah pendidikan dan pelatihan 

untuk membcntuk wawasan kebangsaan, kepribadian dan etika Aparatur 
Sipil Negara serta membcrikan pengetahuan dasar tentang sistem 
penyelenggaraan Pcmerintahan Negara dan tcntang bidang tugas serta 
budaya organisasinya agar mampu melaksanakan tugas jabatan sebagai 
Aparatur Sipil Negara. 

16. Pcndidikan dan Pclatihan Kepemimpinan adale.h Pcndidikan dan 
Pclatihan yang membcnke.n we.wasan, pengetahuan, keahlian, 
ketcrampilan, sikap dan perilaku dalam bidang kepcmimpinan Aparatur, 
sehingga mencapai persyaratan kompetensi kepermmptnan da.J.am jenjang 
jabatan struktural tertentu. 

17. Pcndidikan dan Pclatihan Fungsiona.l adnlah Pcndidikan dan Pelatihan 
yang membcrikan bckal pengetahuan dan/atau keterampilan be.gi 
Aparatur Sipil Negaraeeeuai keahlian dan keterampilan yang diperlukan I daiain jabatan fungsional. 
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I 5. Pcndidikan dan Pelatihan Prajabatan adalah pendidikan dan pelatihan 
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18. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional keahlian ye.itu Pendidikan dan 

Petatihan yang memberikan pengetahuan dan keahlian fungsional 
tcrtentu yang berhubungan langsung dcngan pelaksanaan tugaa jabatan 
fungsional keah\ian yang bersangkutan. 

19. Pendidikan dan Pelatihan fungsional keterampilan yaitu Pendidikan dan 
Pelatihan yang mcmberikan pengetahuan dan keterampilan fungsional 
tcrtentu yang berhubungan langsung dengan peleksanaan tugas jabatan 
fungaional keahlian yang bereangkutan. 

20. Pendidika.n dan Pelatihan Teknis adalah Pendidikan dan Pelatihan 
dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi tekme yang 
diperlukan untuk pelaksanaan tugas Aparatur Sipil Negara. 

21. Kompetensi Teknis adalah kemampuan Aparatur Sipil Negara dalam 
bidang teknis tertentu untuk pelaksanaan tugas masing-masing. 

BAB II 
KEDUDUKAN 

PaMI 2 
Sadan sebagaimana dimaksud da1am Paul I angka 5, dipimpin oleh Kepala 
Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati mclalui 
Sekretaris Oaerah. 

BAB Ill 
SUSUNAN ORGANISASI 

Pa""1 3 
(IJ Susunan Organisasi Sadan terdiri at.as: 

a. Kepala Sadan; 
b. Sckrctariat Sadan terdiri atas: 

I. Subbagian Program dan Keuangan; dan 
2. Subbagian Umum,Kepegawaian dan Hukum. 

c. Bidang Pcngadaan, Pcrundang-undangan dan Data Aparatur Sipil 
Negara; 

d. Bidang Mutasi, Perpindahan clan Pensiun; 
e. Bidang Pcngcmbangan Sumber Daya Manusia Aparatur; dan 
(. Kclompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana. 

(2) Bagan Struktur Organiaasi Badan scbagaimana dimaksud pada 83'at (I) 
tcrcantum dalam Lampiran yang merupakan bagian lidak tcrpisahkan 
dan Pere.turan Bupati ini. 

BABIV 
TUGAS FtlNOS! DAN URAJAN 1'1GAS 

Bagi.an Kesa.tu 
Kepala Badan 

Pa'814 
(I) Kepa.Ja Sadan mempunyai tugea membantu Bupati dalam mclaksanakan 

fungsi pcnunjang urusan pcrncrintahan bidang kcpcgawaian eerte 
pcndidikan dan pelalihan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas 
pembantuan yang diserahkan Bupati kcpa.danya. 

(2) Untuk mclakaanakan tugas scbagaimana dimaksud pada a,yat (1), Kepala 
Badan menyclcngga.rakan fungst: 
a. pcrumusan kcbijakan urusan pcmerintahan bidang kepcgawaian scrta I pcndldikan dan pclatihan; 
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. ' . 
b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan; 
c. pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan uruaa.n 

pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan; 
d. pelaksanaan administraai badan; dan 
e. penyelenggaraan lungsi lain yang diberikan oleh pimpinan eesuai 

dengan tugas dan fungsinya 
(3) Uraian tugas Kepa1a Badan i,ebagaimana dimaksud pada aya1 {!), meliputi: 

a. mcnyusun rencana kegiatan Badan sebaga1 pedoman dalam 
pelakaanaan tugas; 

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas, 
c. memantau, mcngawasi dan mcngevaluasi pelaksanaan tugas ltnglrup 

Badan untuk mengetahui perkcmbangan pelaksanaan tugas, 
d. menyusun rancangan, mengorcksi, memaraf da.n/atllu 

menandatangani naakah dinas, 
e. mengikuti rapat-rapat sesua.i bidang tugasnya, 
r. merumuskan dan menetapkan Rencana Stratcgis, Rencana Kerja dan 

Rencena KetJa Anggaran Badan; 
g. merumuskan kebijakan teknis di bidang kepegawa.ian serta 

pendidikan dan pelatihan; 
h. mengoordinir Pcnyelcnggaraan Survey Kepuasan Masyarakat dalam 

Jingkup badan, 
1. menyelenggarakan koordinasi dan konsultaai dengan Kementerian, 

Pemerintah Provinsi dan Satuan Kerja Perangkat Daerah unit kerja 
terkait dalam rangk.a kelanC8.TllJl tugas; 

j. menetapkan Standar Pelayanan da1am lingkup Sadan; 
k. membina pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah da1am 

lingkup Badan; 
I. mengoordinir penyusunan l.aporan Kine1Ja Jnstanai Pemerintah 

Bad an; 
m. menyelenggarakan monitoring. eva1uasi dan pengawasan 

penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang Pengadaan, Pcrundang­ 
undangan dan Data Aparatur Sipil Negara, Mutasi, Perpindahan dan 
Pensiun, dan Pengcmba.ngan Sumber Daya Manusia Aparatur; 

n. menyelenggarakan koordinasi dan konsultaai dengan lembaga 
pemerintah dan non pemerintah da1am rangk.a penyelenggaraan 
urusan Pemerintahan bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; 

o. menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan 
Peratura.n Per Undang-undangan; 

p. menyusun laporan has.ii pelaksanaan tugas Kepala Sadan dan 
memberikan saran pertimbangan kepada Atasan sebagai be.han 
perurnusan kebijakan; dan 

q. menyelenggarakan tugas kcdinasan lain yang diperintahkan atasan 
seauai dengan bidang tugasnya. 

Bag:ian Kedua 
Sekretariat 

Pua] 5 
(I) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas membantu 

Kepala Sadan dalam melaksanakan koordinasi kegiatan, memberikan 
pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelapora.n, 
umum, kepcgawaian, hukum, dan keuangan dalam lingkunga.n Sadan. 

(2) Untuk mela.ksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (I), 
Sekretaris menyelenggaralcan funpi ; t a. pengoordinasian pelaksanaan ruga.1.1 dalam lingkup Sadan; 

. ' . 
b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan; 
c. pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan uruaa.n 

pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan; 
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dengan tugas dan fungsinya 
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d. menyusun rancangan, mengorcksi, memaraf da.n/atllu 
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pendidikan dan pelatihan; 
h. mengoordinir Pcnyelcnggaraan Survey Kepuasan Masyarakat dalam 

Jingkup badan, 
1. menyelenggarakan koordinasi dan konsultaai dengan Kementerian, 

Pemerintah Provinsi dan Satuan Kerja Perangkat Daerah unit kerja 
terkait dalam rangk.a kelanC8.TllJl tugas; 

j. menetapkan Standar Pelayanan da1am lingkup Sadan; 
k. membina pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah da1am 

lingkup Badan; 
I. mengoordinir penyusunan l.aporan Kine1Ja Jnstanai Pemerintah 

Bad an; 
m. menyelenggarakan monitoring. eva1uasi dan pengawasan 

penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang Pengadaan, Pcrundang­ 
undangan dan Data Aparatur Sipil Negara, Mutasi, Perpindahan dan 
Pensiun, dan Pengcmba.ngan Sumber Daya Manusia Aparatur; 

n. menyelenggarakan koordinasi dan konsultaai dengan lembaga 
pemerintah dan non pemerintah da1am rangk.a penyelenggaraan 
urusan Pemerintahan bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; 

o. menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan 
Peratura.n Per Undang-undangan; 

p. menyusun laporan has.ii pelaksanaan tugas Kepala Sadan dan 
memberikan saran pertimbangan kepada Atasan sebagai be.han 
perurnusan kebijakan; dan 

q. menyelenggarakan tugas kcdinasan lain yang diperintahkan atasan 
seauai dengan bidang tugasnya. 

Bag:ian Kedua 
Sekretariat 

Pua] 5 
(I) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas membantu 

Kepala Sadan dalam melaksanakan koordinasi kegiatan, memberikan 
pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelapora.n, 
umum, kepcgawaian, hukum, dan keuangan dalam lingkunga.n Sadan. 

(2) Untuk mela.ksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (I), 
Sekretaris menyelenggaralcan funpi ; t a. pengoordinasian pelaksanaan ruga.1.1 dalam lingkup Sadan; 

. ' . 
b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan; 
c. pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan uruaa.n 

pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan; 
d. pelaksanaan administraai badan; dan 
e. penyelenggaraan lungsi lain yang diberikan oleh pimpinan eesuai 

dengan tugas dan fungsinya 
(3) Uraian tugas Kepa1a Badan i,ebagaimana dimaksud pada aya1 {!), meliputi: 

a. mcnyusun rencana kegiatan Badan sebaga1 pedoman dalam 
pelakaanaan tugas; 

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas, 
c. memantau, mcngawasi dan mcngevaluasi pelaksanaan tugas ltnglrup 

Badan untuk mengetahui perkcmbangan pelaksanaan tugas, 
d. menyusun rancangan, mengorcksi, memaraf da.n/atllu 

menandatangani naakah dinas, 
e. mengikuti rapat-rapat sesua.i bidang tugasnya, 
r. merumuskan dan menetapkan Rencana Stratcgis, Rencana Kerja dan 

Rencena KetJa Anggaran Badan; 
g. merumuskan kebijakan teknis di bidang kepegawa.ian serta 

pendidikan dan pelatihan; 
h. mengoordinir Pcnyelcnggaraan Survey Kepuasan Masyarakat dalam 

Jingkup badan, 
1. menyelenggarakan koordinasi dan konsultaai dengan Kementerian, 

Pemerintah Provinsi dan Satuan Kerja Perangkat Daerah unit kerja 
terkait dalam rangk.a kelanC8.TllJl tugas; 

j. menetapkan Standar Pelayanan da1am lingkup Sadan; 
k. membina pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah da1am 

lingkup Badan; 
I. mengoordinir penyusunan l.aporan Kine1Ja Jnstanai Pemerintah 

Bad an; 
m. menyelenggarakan monitoring. eva1uasi dan pengawasan 

penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang Pengadaan, Pcrundang­ 
undangan dan Data Aparatur Sipil Negara, Mutasi, Perpindahan dan 
Pensiun, dan Pengcmba.ngan Sumber Daya Manusia Aparatur; 

n. menyelenggarakan koordinasi dan konsultaai dengan lembaga 
pemerintah dan non pemerintah da1am rangk.a penyelenggaraan 
urusan Pemerintahan bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; 

o. menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan 
Peratura.n Per Undang-undangan; 

p. menyusun laporan has.ii pelaksanaan tugas Kepala Sadan dan 
memberikan saran pertimbangan kepada Atasan sebagai be.han 
perurnusan kebijakan; dan 

q. menyelenggarakan tugas kcdinasan lain yang diperintahkan atasan 
seauai dengan bidang tugasnya. 

Bag:ian Kedua 
Sekretariat 

Pua] 5 
(I) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas membantu 

Kepala Sadan dalam melaksanakan koordinasi kegiatan, memberikan 
pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelapora.n, 
umum, kepcgawaian, hukum, dan keuangan dalam lingkunga.n Sadan. 

(2) Untuk mela.ksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (I), 
Sekretaris menyelenggaralcan funpi ; t a. pengoordinasian pelaksanaan ruga.1.1 dalam lingkup Sadan; 



-6. 

b. Pelakaanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan dilingkungan Sadan Kesatuan Bangsa dan Polittk, 
c. Pengek>laan perlengkapan urusan tata uaaha, rumah tangga dan aset dalam lingkup Sadan; 
d. pengoordinasian pengelolaan adm1nistnui keuangan dalam Jingkup Badon; 
e. Pengelolaan urusan aparatur aipil negara dalam lingkup Badan;dan 

penyclenggaraan fungai lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 
dengan tugaa dan tugasnye.. 

(3) Uraian tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mcliputi: 
a. menyusun rencana kegiatan Sadan sebagai pedoman dalam 

pelaksanaan tugas; 
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugaa; 
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pclak3anaan tugas da.lam 

lingkungan Sekretarial Badan untuk mengetahui perkembangan pela1uianaan tugas; 
d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 

menandatangani naskah dinaa; 
e. mengikuti rapat-rapat lle!Juai bidang tup91lya; 
r. membantu kepala bad.an rnerumuskan dan menctapkan Rencana 

Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kcrja Anggaran Sadan; 
g. menyelenggarakan dan mengkoordmasakan pelaksanaan Survey 

Kepuasan Masyarakat dalam lingkup Badan; 
h. menyclenggarakan dan mcngkoordinaaikan penyuaunan dan 

pcmbuatan l.aporan Kincrja lnatanai Pemcrintah Sadan; 
i. mcngoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam lingkup badan 

schingga terwujud koordinasi, intcgrasi, sinkronisasi dan simplifikaai 
pelaksanaan kegiatan; 

j. mcngoordinaaikan dan melakaanakan penyu•unan, program, 
perencanaan, pcngcndalian dan cvaluaai scrta pelaporan kincrja 
Sadan; 

k. mcngoordinasikan dan mclaksanakan pelayanan administrasi umum, 
kcpcgawaian dan hukum dalam lingkup badan; 

I. mcngoordinaaikan dan mclaksanakan pelayanan administrasi 
kcuangan; 

m. mcnyclcnggarakan dan mcngoordinasikan administraai pengadaan, 
pemcliharaan dan penghapusan barang; 

n. mcngoordinasikan dan mcmfaailitasi kcgiatan organisaai clan 
tatalaksana; 

o. mcngoordinaaikan pelaksanaan Penilaian Mandiri Pclaksanaan 
Rcfonnasi Birokrasi dalam lingkup Sadan; 

p. mcnyclcnggarakan fungsi Pejabat Pengelola lnformasi dan 
Dokumcntasi dalam lingkup badan; 

q. mcnyusun laporan ha81l pclaksanaan tugas Sekrctariat dan 
mcmbcrikan saran pertimbangan kepada atasan scbagai bahan 
perumusan kcbijakan; 

r. mcmfasilitaai pelaksanaan Sistcm Pengcndalian lntcm Pcmcrintah 
dalam tingkup badan; 
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Pcrpindahan dan Pensiun, dan Pengcmbangan Sumbcr Daya. Manusia 
Aparatur, 

t. mcnyclcnggarakan koordinasi dan konsultaai dcngan lcmbaga 
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u. menilai 1dnerja Pegawai Aparatur S1pil Negara aesuai ketentuan 

Peraturan Per Undang-undangan; 
v. menyuaun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretariat Badan dan 

memberikan &artlll pertimbangan kcpada Ata.san sebagai bahan 
pcrumusan kebijakan; dan 

w. melaksanakan tugas kedinasan lain yang dipcrintahkan atasan sesuai 
dengan bidang tugaanya. 

"""""'' Subbagian Program dan Keuangan 

Pa'816 
(\) Subbagian Program dan Keuangan dipimpin olch Kepala Subbagian 

Program dan Keuangan mempunyai tugas membantu eekretana dalam 
rnengumpulkan bahan dan melakukan penyusunan program, penyajian 
data dan penyusunan laporan scrta pengelolaan administrasi dan 
pelaporan keuangan dalam lingkup Badan. 

(2) Uraia.n tugas Kepala Subbagian Program dan Keuangan sebagaimana 
dimaksud pe.da ayat ( I), meliputi : 
a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Program dan Keuangan 

scbagai pcdoman dalam pelaksanaan tugas; 
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 
c. memantau, mengawaai dan mengcvaluaai pclaksanaan tugas dalam 

lingkungan Subbe.gian untuk mengetahui pcrkembangan pelaksanaan 
tu gas; 

d. menyuaun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 
mcnandatanga.ni naakah dinaa; 

c. mcngikuti rapat-rapat seauai bidang tuga.enya; 
r. mcmbentu sekrctaris mcrumuskan dan Rcncana Stratcgis dan 

Rcncana Kcrja Badan; 
g. menyusun dan mcmbuat dokumen Laporan Kmcrja lnstansi 

Pcmcrintah Sadan; 
h. mcngoordinas1kan, menyiapkan bahan data dan infonnasi program 

dan mclakukan pcnyusunan pcrencanaan programdan kegiatan; 
i. mcnyiapkan bahan dan melakukan pcmantauan dan cvaluas.i kincrja; 
J. mengumpulkan bahan dan mcnyusun laporan pcrjanj1an kincrja 

Sadan; 
k. mengumpulkan bahan dan menyusun Renca.na Kincrja Tahunan 

dalam lingkupBadan; 
I. mcmbantu sekrctaris mcnyiapkan bahan, mcnyusun dan 

mcrumuskan Rcncana Kerja Anggaran dan Dokumcn Pcla.ksanaan 
Anggaran lingkup Sadan; 

m. mencumpulkan bahan, mengoordinaaikan dan menyusun rencana 
kebutuhan barang unit, rencana kebutuhan gaji pegawai, dan 
rencana proyeksi pendapatan aebagai bahan penyusunan anggara.n 
Sadan; 

n. melakukan verifikaai kelengkapan administrasi penatausa.haan 
keuangan Sadan; 

o. mengoordinaa.ikan pelaksanaan akuntansi pengeluaran dan 
penerimaan keuangan dalam lingkup Badan; 

p. menyiapkan bahan dan mcnyusun laporan kcuangan dalam lingkup 
Bad an; 

q. menyusun realisasi perhitungan anggaran dalam lingkup Sadan; 
r. mengcvaluasi pelakaanaan tuga.s bendaharawan dalam lingkup! 

Sadan; 
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s. mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan menindaklanjuti 

laporan basil pemeriksaan keuangan dalam lingkup Bad.an; 
t. menyusun laporan hasil pelakaanaan tugaa Subbagian Program dan 

Kcuangan dan memberikan saran pertimbangan kepada ataaan 
sebagai bahan perumusan kebijakan; 

u. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan 
kebijakan teknis di bidang Subbagian Program dan Keuangan; 

v. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembga pemerintah 
dan non pemerintah dalam rangka penye!enggaraan uruaan 
Pemerintahan bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pclatihan; 

w. menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan 
Peraturan Per Undang-undangan; 

x. menyusun Japoran hasil pelakaanaan tuga.a Subbagian Program dan 
Keuangan dan memberikan saran pertimbangan kepada Atasan 
sebagai bahan perumusan kebijakan; dan 

y. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai 
dengan bidang tugasnya. 

Paragmf2 
Subbagian Umum, Kepcgawaian dan Hukum 

Paul 7 
(I) Subbagian Umum, Kq,egawaian dan Hukum dipimpin oleh Kepala 

Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum mempunyai tugas 
membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan 
urusan ketatausahaan, pelayanan informa5i, administrasi pengadaan, 
pemeliharaan dan penghapusan barang, urusan rumah tangga aerta 
mengelola adminiatrasi kepegawaian dan hukum dalam lingkup Sadan. 

(2) Uraian tugaa Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum 
sebagaimana dimaksud pada ayat fl), melipuc: 
a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum, Kepcgawaian dan 

Hukumaebagai pedoman dalam pela.ksanaan tugas; 
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 
c. memantau, mengawasi dan mengeva.luaai pelaksanaan tugaa dalam 

lingla.lngan Subbagian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan 
tugaa; 

dan/atau 

mcla.kukan 

I 

momara! 

i. 

d. menyuaun rancangan, mengoreksi., 
menandatangani na.skah dinaa; 

e. mengikuti rapat-rapat aeauai bidang tugaanya; 
f. melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan Survey Kepuasan 

Masyarakat lingkup Sadan; 
g. membantu aekretaria menyuaun dan membuat Laporan Analisia 

Jabatan, Analiaia Beban Kerja dan Evaluaai Jabatan; 
h. melakukan pengklaatfikaaian surat menurutjenianya; 

melakukan pengelolaan arsip naskah dinas dalam lingkup Sadan; 
menyiapkan bahan dan menyusun administrasi pengaclaan, 
pendistribusian, pemeliharaan, inventarisaai dan pcnghapusan 
barang; 

k. menyiapkan bahan dan menyuaun daftar inventarisaai barang serta 
menyusun laporan barang inventaris; 
mela.kukan, menyiapkan dan mengoordinasikanpengelolaan urusan 
rumah tangga Sadan; 

m. menyiapkan bahan penyuaunan Standar Pelayanan dan 
evaluasi dala.m lingkup Sadan; 

J. 

I. 
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J. 

I. 

- . - 
s. mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan menindaklanjuti 
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n. mengoordinasikan dan melakukan pengumpulan, pengolahan, 
penyajian data dan informasi eerte raailitasi pelayanan informasi dan 
pengaduan dalam lingkup Badan; 

o. menyiapkan bahan, mengoordinaaikan dan memfaailitaai pelaksanaan 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam lingkup Sadan; 

p. memper$iapkan dan mengoordinasikan pelaksaanaan rapat Badan, 
upacara bendera, kehumasan dan keprotokoleran dalam lingkup 
Sadan; 

q. menyiapkan bahan, menghimpun dan mengelola data keh.a.diran 
pegawai; 

r. mengoordinasilcan dan memfasilita.si adrmmatraei aurat tugaa dan 
perjalanan dinas pegawai; 

a. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitaai kegiatan 
organiaaai dan tatalaksana; 

t. melakaanakan pcngumpulan bahan Penilaian Mandiri Pelaksanaan 
Reformasi Birokrasi dalam lingkup Sadan; 

u. menyiapkan bahan dan mengelola administrasi kepegawaian dalam 
lingkup Badan; 

v. men,yusun rcncana kebutuhan pengembangan $umber Daya Manuaia 
Aparatur dalam lingkup Sadan; 

w. menyiapkan bahan perumusan kebija.kan pembinaan, peningkatan 
kompetc:nai, diaiplin clan lceaejahteraan Aparatur Sipil Negara dalam 
hngkup Sadan; 

x. menyiapkan bahan dan mengoordinaaikan adminiaU'asi penyuaunan 
produk hukum di lingkup Sadan; 

y. mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan menindaklanjuti 
laporan hasil pemeriksaan dalarn lingkup Badan; 

z. menyuaun Japoran hasil pelakaana.an tugaa Subbagian Umum, 
Kepegawaian, dan Hukum, aerta memberikan saran pertimbangan 
kepada ataaan :,ebagai bahan perumuaan kebijakan; 

aa. melaksanakan monitoring, evaluaai dan pengawasan penyelenggaraan 
kebljakan teknia di bidang Subbagian Umum, Kepegawaian dan 
Hukum; 

bb. melaksanakan koordinaai dan konsultasi dengan lembqa. pemerintah 
dan non pemerintah dalam rangka penyelenggaraan uruaan 
Pemerintahan bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; 

cc. menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan 
Peraturan Perundang-Undangan; 

dd. menyuaun laporan hasil pe\akaanaan tugaa Subbagian dan 
memberikan saran pertimbangan kepada Atasan aebagai bahan 
perumuaan kebijakan; dan 

ee. melakaanakan tugaa kedinasa.n lain yang diperintahkan atasan sesuai 
dengan bidang tugasnya. 

Bagian Ketiga 
Bidang Pengadaan, Perondang-undangan dan 

Data Aparatur Sipil Negara 

Pasal 8 
(1) Bidang Pengadaan, Perundang-undangandan Data Aparatur Sipil Negara 

dipimpin oleh Kepala Bidang Pengadaan, Perundang-undangandan Data 
Aparatur Sipil Negara yang mempunyai tug.as membantu Kepala Sadan 
dalam pelakaanaan pengadaan pegawai, pembinaan diaiplin dan 
penyeleaaian pelanggaran diaiplin dan pengolahan data dokumentasi 
eerta Pengadaan. Perundang-undangan dan Data Apru-a<uc s;pil Neg,ra. ' 
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(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (I), KepaJa 
Bidang Pcngadaan, Perundang·undangan dan Data Aparatur Sipil Negara 
menyelenggarakan fungsi : 
a. penyusunan kebijakan tekni, dan penyelenggaraan program dan 

kegiatan diBidang Pengadaan, Perundang-undangan dan Data 
Aparatur Sipil Negara; 

b. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan tugas 
Bidang Pengadaan, Perundang-undangan dan Data Aparatur Sipil 
Negara; 

c. penyelenggaraan monitoMng dan evaluasi tugas Bidang Pcngadaan, 
Perundang·undangan dan Data Aparatur Sipil Negara; dan 

d. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 
dengan rugas dan fungsinya. 

(3) Uraian tugas Kepala Bidang Pengadaan, Perundang·undangandan Data 
Aparatur Sipil Negara aebagaimana dimaksud pad a ayat (I), meliputi : 
a. menyusun rencana kegiatan Bidang Pcngadaan, Perundang-undangan 

dan Data Apa.ratur Sipil Negara sebagai pedoman dalam pelaksanaan 
rugas; 

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkup 

Bidang untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; 
d. meeyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 

menandatanga.ni naskah dinas; 
e. mengikuti rapat·rapat sesuai bidang tugasnya; 
f. menyelenggarakan penyusunan dan penetapan kebutuhan ASN 

berda.sarkan analisis jabatan dan analisis be ban kerja; 
g. menyelenggarakan kcgiatan pcngadaan Aparatur Sipil Negara, 
h. mcnyclcnggarakan kcgiatan proses penetapan NIP dan pengangkatan 

Calon Aparatur Sipil Negara; 
1. menyelenggarakan kegiatan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil 

menjadi Pegawai Negeri Sipil; 
j. menyelenggarakan pengelolaan penerbitan Cuti Pegawai Negeri Sipil; 
k. menyelenggarakan pelayanan administrasi pencrbitan Kartu Suami 

atau Kartu lsteri, Kartu Pegawai, Konversi Nomor lnduk Pegawai dan 
Kanu Tabungan Asuransi Pensiun; 

I. menyelenggarakan kegiatan pemberian pcnghargaan Pegawai Negeri 
Sipil' dan Puma Tugas Pegawai Negeri Sipil; 

m. melaksanakan fas1litasi prosesi pemakaman Aparatur Sipil Negara; 
n. menelaah potensi dan permasalahan disiplin serta melakukan proses 

pembinaa.n dan penjatuhan hukuman disiplin sesuai peraturan 
perundang-undangan; 

o. melakaanakan kegiatan pembinaan dan pembenan ijin perceraian; 
p. menyelenggarakan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluaar 

terkait disiplin dan kinerja Aparatur Stpil Negara; 
q. menyelenggarakan kcgiatan penataan dokumen kepegawaian baik 

fisik maupun digital; 
r. menyelenggarakan kegiatan pcmutakhiran dan pcny&jUUI data 

Aparatur Ssptl Negara melalui Sistem Infonnasi Kepegawaian; 
a. menyelenggarakan koordinasi dcnga.n unit kerja terkait clalam rangka 

pelaksanaan kegiatan Bidang Pengadaan, Perundang-undangan dan 
Data Apam.tur Sipil Negara; 

t. menyelenggarakan kcgiatan evaluaSl dan pclaporan hasil Bidang 
Pengadaan, Perundang-undangan dan Data Aparatur Sipil Negara; 

u. menyelenggarakan koordmasi dan konsultasi dengan lembaga 
pemerintah dan non pemerintah dalam rangka penyelenggaraan 
uru,an Pcmcrintahan bidang Kcpegawa;an, Pendidikan dan Pelatihan; t 
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fisik maupun digital; 
r. menyelenggarakan kegiatan pcmutakhiran dan pcny&jUUI data 

Aparatur Ssptl Negara melalui Sistem Infonnasi Kepegawaian; 
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t. menyelenggarakan kcgiatan evaluaSl dan pclaporan hasil Bidang 
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uru,an Pcmcrintahan bidang Kcpegawa;an, Pendidikan dan Pelatihan; t 
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v. Menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil 
pelaksanaan kegiatan; 

w. menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara eeeuar ketentuan 
Peraturan Per Undang-undangan; 

x. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang dan memberikan 
saran pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan perumusan 
kebijakan; dan 

y. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai 
dengan bidang tugasnya. 

Bagian Keempat 
Bidang Mutasi Kepegawaian, Perpindahan dan Pensiun 

Pa88.l 9 
(I) Bidang Mutasi Kepegawaian, Perpindahan dan Pensiun dipunpin oleh 

Kepala. Bidang Mutasi Kepegawaian, Perpindahan dan Pensiun 
mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan 
penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelayanan 
adminstrasi mutasi kepegawaian, perpindahan dan pensiun. 

(2) Untuk melaksanakan tugas se'oagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala 
Bidang Mutasi Kepegawaian, Perpindahan dan Pensiun 
menyelenggarakan fungsi : 
a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program dan 

kegiatan di Bidang Mutasi Kepegawaian, Perpindahan dan Pensiun; 
b. pembinaan, Pengoordinasian, Pengendalian dan Pengawasan tugas 

Bidang Mutasi Kepegawaian, Perpindahan dan Pensiun; 
c. penyelenggara.an monitoring dan evaluasi tugas Bidang Mutaai 

Kepegawaian, Perpindahan dan Pensiun; dan 
d. penyelenggara.an fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 
(3) Uraian tugas Kepala Bidang Mutasi Kepegawruan, Perpindahan dan 

Pensiun sebegaimana dimaksud pada ayat ( I), meliputi : 
a. menyuaun rencana kegiatan Bidans Mut.asi Kepegawa.ian, 

Perplndahan dan Penaiun sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 
b. mendistribuSlkan dan memberi petunjuk pelaksa.naan tugas; 
c. memantau, mengawaai dan mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkup 

Bidang untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; 
d. menyuaun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 

menandatangani naskah dinas; 
e. mengikuti mpat-rapat sesuai bidang tugasnya; 
f. menyelenggarakan administmsi kepegawaian mengcnai kenaikan 

pangkat, kenaikan gaji berka.la, perpindahan antar instansi. clan 
pemberhentian; 

g. menPrdinaaikan pelaksanaan administrasi perpindahan antar 
instansi dan pensiun; 

h. melaksanakan pengurusan dan pengelolaan administrast kenaikan 
pansJcat, pemberhentian pegawai dan pensiun Aparatur Sipil Negara; 

i. menghimpun, meneliti dan mengkaji usulan pengangkat.an, 
pemindahan dan pemberhentian jabatan rungaional sena menyusun 
usulan sebagai maaukan kepada Kepala Sadan; 

J· menyelenggarakan usulan Kenaikan Pangkat Aparatur Sipil Nesara; 
k. mengelola usulan penBSUnaan gelar kependidikan dan penmgkatan 

atraa kependidikan; 
I. melakukan penyusunan dan perhitunga.n batas usia penaiun ASN; 
m. menJeienggarakan pemberkasan administra.si pensiun; 
n. melalrukan ,..,.,.,,..,; p<ratu= "'kait b<lang tu,.,"""'" ketentuan; \ 
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o. menyelenggarakan mo01toring, evaluasi dan pengawasan 
penyelenggaraan kebijakan sesuai Bidang tugas; 

p. menyelenggarakan koordmasi dan konsultasi dengan lembaga 
pemerintah dan non pemerintah dalam rangka penyelenggaraa.n 
urusan Pemerintahan bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; 

q. menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan 
Peraturan Perundang-Undangan; 

r. menyusun laporan hasil pelaksanaan tuga.s Bidang dan memberikan 
saran pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan perumusan 
kebija.kan; dan 

s. melaksanakan tuga.s kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai 
dengan bidang tugasnya. 

Bagian Kelirna 
Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur 

Pasal 10 
(I) Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur dipimpin oleh 

Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusta Aparatur 
mempunyai tugas membantu Kepala Sadan dalam menyusun rencana 
dan program penyelengg.araan diklat atruktural, dikla.t teknis dan 
fungsional, pengemba.ngan aparatur dalam meningkatkan dan 
mengembangkan profesionaliame dan kualitas aparatur. 

(2) Untuk melaksana.kan tugassebagaimana dimakaud pada ayat (I), Kepala 
Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur 
menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraa.n program dan 

kegiatan diBidang Pengemba.ngan Sumber Daya Manusia Aparatur; 
b. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan tugas 

Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur, 
c. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi tugas Bidang 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur; dan 
d. pen)'elenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan seauai 

dengan tugas dan fungsinya. 
(3) Uraian tugas Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Aparatur sebagaimana dimaksud pada ayat (I), meliputi: 
a. menyusun rencana kegiatan Bidang Pengembangan Sumber Daya 

Manuaia Aparatur aebaga.L pedoman dalam pel.aksanaan tugas; 
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugaa; 
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkup 

Bidang untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; 
d. menyusun rancangan, mengorekat, memaraf dan/atau 

menandatangani naskah dinaa; 
e. mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugaanya; 
r. menyelenggarakan inventarisasi jenis kebutuhan pendrdikan dan 

pelabhan Aparatur Sipil Negara; 
g. melakukan perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan 

penjenjangan dan sertifikasi; 
h. menyelenggarakan fasilitaai pelaksanaan pendidikan dan pelatihan 

prajabatan, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, pendidikan dan 
pelatihan tekms dan pendidikan dan pelatihan fungsional,; 

1. melakukan ujian dinaa dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat; 
j. menyelenggarakan pelayanan administrasi izin belajaT dan izin 

penggunaan gelar bagi Aparatur Sipil Negara: 
k. menyelenggarakan pengembangan Aparatur Stpil Negara melalui t program tugas belajar dan ikatan dmas; 
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I. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan peng,awasan 
penyelenggaraan kebijakan teknis di Bidang Pengembangan Sumber 
Daya Manusia Aparatur; 

m. menyelenggarakan koordinaai dan konaultasi dengan Jembaga 
pemerintah dan non pemerintah dalam rangka penyelenggaraan 
uruaan Pemerintahan bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; 

n. rnenilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara aeauai ketentuan 
Peraturan Per Undang-undangan; 

o. menyuaun laporan hasil pelaksanaan tug.as Bidang dan rnernberikan 
saran pertimbangan kepa.da Atasan eebagai bahan perumusan 
kebijakan; dan 

p. melaksa.nakan tug.as kedinasan Jain yang diperintahkan atasan aeauai 
den88Jl bidang tuga.snya. 

BAB V 
KEU)MPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA 

PaaaJ 11 
Ill Badan Kepeg.awaian dan Pengembangan Sumber Daya Manuaia dapat 

membentuk sejumlah kelornpok jabatan fungsional dan pelaksana sesuai 
dengan kebutuhan dan berdasarkan ketcntuan peraturan perundang­ 
undangan. 

(2) Keloml)Ok Jabatan Fungsional clan pelakaa.na sebagaimana dimaksud 
pe.da ayat (1) melakaanakan tug.as sesuai dengan bidang jabatan 
rungsional dan pelaksana masing·masing berdasarkan ketentuan 
peratudm perundang-undangan dengan berpedoman pada pengaturan 
aiatem kerja. 

BAB VJ 
TATA KERJA 

Bagian Kesatu 
Pf:laksanaan Tug.as dan Fungsi 

Pasal 12 
(II Kepala.j Badan dalam melakaanakan tugas dan fungainya berdasarkan 

kebijakan umum yang ditetapkan o\eh Bupati sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan; 

(2) Kepala Badan, Sekretaria, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Pejabat 
Fungsional, dan Pelaksana dalam lingkup Badan melakaanaksn tugas 
dan fungsi aesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 
aerta menerapkan prinaip hierarki, koordinaai, kerjasama, integraSi, 
sinkronisui, simplilikaai, akuntabilitaa, transparansi, serta efektintaa 
dan efiaienai, aeauai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; 

(3) Kepalal Badan, Sekretaris, Kepala Bidang. Kepala Subbagian dalam 
lingkungan Ba.dan mengcmbangkan koordinasi dan kerja.sama dengan 
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I. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan peng,awasan 
penyelenggaraan kebijakan teknis di Bidang Pengembangan Sumber 
Daya Manusia Aparatur; 

m. menyelenggarakan koordinaai dan konaultasi dengan Jembaga 
pemerintah dan non pemerintah dalam rangka penyelenggaraan 
uruaan Pemerintahan bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; 

n. rnenilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara aeauai ketentuan 
Peraturan Per Undang-undangan; 

o. menyuaun laporan hasil pelaksanaan tug.as Bidang dan rnernberikan 
saran pertimbangan kepa.da Atasan eebagai bahan perumusan 
kebijakan; dan 

p. melaksa.nakan tug.as kedinasan Jain yang diperintahkan atasan aeauai 
den88Jl bidang tuga.snya. 
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peratudm perundang-undangan dengan berpedoman pada pengaturan 
aiatem kerja. 

BAB VJ 
TATA KERJA 

Bagian Kesatu 
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(2) Kepa.la Badan, Sckretaris, Kepa.la Bidang, Kepala Subbagian, Pejabat 
Fungsional, dan Pelakaana dala.m lingkungan Badan wajib mematuhi 
petunjuk dan arahan pimpinan, serta menyampaikan Japoran secara 
berkaJa dan/atau sesuai kebutuhan secara tepat waktu kepada atasan 
masing·masing; 

{3) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian dalam 
lingkungan Badan melaksanakan pengawa:san sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

BAB VII 
KETEN1lJAN PERAUHAN 

Paaa..1 14 

Ketentuan Ya,ng mengatur sub koordinator dalam Peraturan Bupati Pinrang 
Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan 
Fungsi eerta Tata Kerja Sadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber 
Daya ManJ,ia (Serita Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2021 Nomor 71), 
tetap berlaku aampai dengan ditetapkannya pemturan bupati tentang sistem 
kerja pada pernerintah daerah. 

BAB VIII 
KETEN1UAN PENUTUP 

I PB8a.1 15 
Dengan berlakunya Peraturan Bupati im, Peraturan Bupati Pinrang Nomor 
71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Orpnisasi, Togas dan Fungsi 
sena Tata Kerja Sadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 
Manusia (Serita Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2021 Nomor 71), dicabut 
dan dinyatakan tidak berlaku. 

I Pasa.J 16 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tangga.1 diundangkan. 
Agar aetiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Betita Daerah Kabupaten Pinrang. 

Ditelllpkan di Pinrang 
pada ltnggal OQ 31.J\tl ,m.SI 
BUPATI PINRANO, 

Diundangka,n di Pinrang 
pada tan1 Cl? 11,1.i..i "°" "') 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANO, 

BUDAY 

SERITA AERAH KABUPATEN PINRANO TAHUN 2023 NOMOR 

• 14 • 

(2) Kepa.la Badan, Sckretaris, Kepa.la Bidang, Kepala Subbagian, Pejabat 
Fungsional, dan Pelakaana dala.m lingkungan Badan wajib mematuhi 
petunjuk dan arahan pimpinan, serta menyampaikan Japoran secara 
berkaJa dan/atau sesuai kebutuhan secara tepat waktu kepada atasan 
masing·masing; 

{3) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian dalam 
lingkungan Badan melaksanakan pengawa:san sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

BAB VII 
KETEN1lJAN PERAUHAN 

Paaa..1 14 

Ketentuan Ya,ng mengatur sub koordinator dalam Peraturan Bupati Pinrang 
Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan 
Fungsi eerta Tata Kerja Sadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber 
Daya ManJ,ia (Serita Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2021 Nomor 71), 
tetap berlaku aampai dengan ditetapkannya pemturan bupati tentang sistem 
kerja pada pernerintah daerah. 

BAB VIII 
KETEN1UAN PENUTUP 

I PB8a.1 15 
Dengan berlakunya Peraturan Bupati im, Peraturan Bupati Pinrang Nomor 
71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Orpnisasi, Togas dan Fungsi 
sena Tata Kerja Sadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 
Manusia (Serita Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2021 Nomor 71), dicabut 
dan dinyatakan tidak berlaku. 

I Pasa.J 16 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tangga.1 diundangkan. 
Agar aetiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Betita Daerah Kabupaten Pinrang. 

Ditelllpkan di Pinrang 
pada ltnggal OQ 31.J\tl ,m.SI 
BUPATI PINRANO, 

Diundangka,n di Pinrang 
pada tan1 Cl? 11,1.i..i "°" "') 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANO, 

BUDAY 

SERITA AERAH KABUPATEN PINRANO TAHUN 2023 NOMOR 

• 14 • 

(2) Kepa.la Badan, Sckretaris, Kepa.la Bidang, Kepala Subbagian, Pejabat 
Fungsional, dan Pelakaana dala.m lingkungan Badan wajib mematuhi 
petunjuk dan arahan pimpinan, serta menyampaikan Japoran secara 
berkaJa dan/atau sesuai kebutuhan secara tepat waktu kepada atasan 
masing·masing; 

{3) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian dalam 
lingkungan Badan melaksanakan pengawa:san sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

BAB VII 
KETEN1lJAN PERAUHAN 

Paaa..1 14 

Ketentuan Ya,ng mengatur sub koordinator dalam Peraturan Bupati Pinrang 
Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan 
Fungsi eerta Tata Kerja Sadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber 
Daya ManJ,ia (Serita Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2021 Nomor 71), 
tetap berlaku aampai dengan ditetapkannya pemturan bupati tentang sistem 
kerja pada pernerintah daerah. 

BAB VIII 
KETEN1UAN PENUTUP 

I PB8a.1 15 
Dengan berlakunya Peraturan Bupati im, Peraturan Bupati Pinrang Nomor 
71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Orpnisasi, Togas dan Fungsi 
sena Tata Kerja Sadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 
Manusia (Serita Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2021 Nomor 71), dicabut 
dan dinyatakan tidak berlaku. 

I Pasa.J 16 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tangga.1 diundangkan. 
Agar aetiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Betita Daerah Kabupaten Pinrang. 

Ditelllpkan di Pinrang 
pada ltnggal OQ 31.J\tl ,m.SI 
BUPATI PINRANO, 

Diundangka,n di Pinrang 
pada tan1 Cl? 11,1.i..i "°" "') 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANO, 

BUDAY 

SERITA AERAH KABUPATEN PINRANO TAHUN 2023 NOMOR 



• • �.· • • 0§� • ��� � . < • •• ��1 as� o:a:�< 
o z: ;j °' I>. 

�� 
� < < z r ii!i l!l :i: 0 ::!: <ii < 

� oil� - !>l i::i - ••• lrl O ::I! <ll � :i23 .,, z !:: <I)� 
� �§ij � , 
� 

� • ���� 

� 

, 
=> m � 

• � 

� 
� 

• 23� ··� o•- sc 
- 00 .. , o,, 

e- <"& - ;j i::i � e� �8� 
CD i� ! 00 f 

� • I! 0 < m 

i� i -e I e <a • • -o O 5: 
z ·- C)�Z,c<f.li::i 

- �o23��2 o<z< I !ii��oi::i:z: 
!!:: !:: � f 0< • , ! 

• • �.· • • 0§� • ��� � . < • •• ��1 as� o:a:�< 
o z: ;j °' I>. 

�� 
� < < z r ii!i l!l :i: 0 ::!: <ii < 

� oil� - !>l i::i - ••• lrl O ::I! <ll � :i23 .,, z !:: <I)� 
� �§ij � , 
� 

� • ���� 

� 

, 
=> m � 

• � 

� 
� 

• 23� ··� o•- sc 
- 00 .. , o,, 

e- <"& - ;j i::i � e� �8� 
CD i� ! 00 f 

� • I! 0 < m 

i� i -e I e <a • • -o O 5: 
z ·- C)�Z,c<f.li::i 

- �o23��2 o<z< I !ii��oi::i:z: 
!!:: !:: � f 0< • , ! 

• • �.· • • 0§� • ��� � . < • •• ��1 as� o:a:�< 
o z: ;j °' I>. 

�� 
� < < z r ii!i l!l :i: 0 ::!: <ii < 

� oil� - !>l i::i - ••• lrl O ::I! <ll � :i23 .,, z !:: <I)� 
� �§ij � , 
� 

� • ���� 

� 

, 
=> m � 

• � 

� 
� 

• 23� ··� o•- sc 
- 00 .. , o,, 

e- <"& - ;j i::i � e� �8� 
CD i� ! 00 f 

� • I! 0 < m 

i� i -e I e <a • • -o O 5: 
z ·- C)�Z,c<f.li::i 

- �o23��2 o<z< I !ii��oi::i:z: 
!!:: !:: � f 0< • , ! 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15

